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ABSTRAK

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NOMOR 18/PDT.P/2025/PN BGL MENGENAI PERMOHONAN
IZIN WALI UNTUK PENGURUSAN HARTA WARISAN

Oleh :
Yoga Anggara

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait
permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan didasarkan pada kebutuhan
hukum untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur yang mewarisi harta.
Dalam situasi di mana anak belum dewasa menerima warisan, diperlukan
penunjukan wali yang sah untuk mengelola dan mengurus harta tersebut demi
kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana
dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan
harta warisan dan prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan
permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan di Pengadilan Negeri
Bengkulu. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif, Teknik
studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui
berbagai kegiatan, seperti membaca, mengutip, mencatat buku, dan mempelajari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian. Peneliti
menyimpulkan permohonan izin bertindak atas nama anak dalam pengurusan
harta warisan dikabulkan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang
berlaku. Keputusan ini memastikan perlindungan hukum bagi anak serta legalitas
transaksi yang dilakukan. Berdasarkan bukti yang diajukan dan ketentuan hukum
yang berlaku, Pengadilan Negeri Bengkulu seharusnya mengabulkan permohonan
ini agar pemohon dapat bertindak secara sah dalam pengurusan aset warisan untuk
kepentingan anak di bawah umur.

Kata Kunci : Permohonan, Izin Wali, Harta Waris
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ABSTRACT

BENGKULU DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 18/Pdt.P/2025/PN Bgl CONCERNING COURT
AUTHORIZATION FOR A GUARDIAN TO MANAGE INHERITED
PROPERTY

By:
Yoga Anggara

The Bengkulu District Court Decision Number 18/Pdt.P/2025/PN Bgl, concerning
a court authorization for a guardian to manage inherited property, is based on the
legal necessity to safeguard the interests of minors who inherit assets. In situations
where a minor receives an inheritance, it is necessary to appoint a lawful guardian
authorized to manage and administer the property in the child’s best interest. This
study aims to examine the legal basis applied in the Bengkulu District Court
Decision Number 18/Pdt.P/2025/PN Bgl concerning such authorization, as well as
the legal procedures required to submit an application for court authorization to
manage inherited property in the Bengkulu District Court. This research adopts a
normative legal research method, employing a literature study technique that
involves collecting secondary data through various activities, such as reading,
quoting, taking notes from books, and reviewing relevant laws and regulations.
The study concludes that the application to act on behalf of a minor in managing
inherited property was granted while adhering to the prevailing legal provisions.
This decision ensures legal protection for the child and the legitimacy of
transactions carried out. Based on the evidence presented and the applicable legal
framework, the Bengkulu District Court should grant such applications to enable
the applicant to act lawfully in managing inherited assets for the benefit of the
minor.

Keywords: Application, Court Authorization, Inherited Property
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang timbul
dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan pula aturan-aturan yang
mengatur kehidupan setiap individu yang membentuk masyarakat, yang
masing-masing memiliki karakter dan sifat yang unik, agar segala
sesuatunya berjalan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, diciptakanlah
berbagai hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu
sejak lahir hingga meninggal dunia. Terkait dengan hal tersebut, dalam UUD
1945 dijelaskan dengan jelas tentang bentuk pemerintahan. Hukum
merupakan landasan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala
sesuatunya harus berdasarkan pada kerangka hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia saat ini. Tuhan menciptakan manusia berpasang-
pasangan dengan tujuan agar mereka hidup bahagia, sejahtera, dan memiliki
keturunan untuk meneruskan keturunan mereka sampai selama-lamanya. !

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN
Bgl terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan
didasarkan pada kebutuhan hukum untuk melindungi kepentingan anak di
bawah umur yang mewarisi harta. Dalam situasi di mana anak belum
dewasa menerima warisan, diperlukan penunjukan wali yang sah untuk

mengelola dan mengurus harta tersebut demi kepentingan terbaik anak.

"' M. Ridwan Indra, 1994, Hukum Perkawinan di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta.



Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan
seseorang sebagai wali atau memberikan izin kepada wali untuk menjual
harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2009, yang
menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan
melalui Pengadilan Negeri adalah "Permohonan agar ditetapkan sebagai
wali/kuasa untuk menjual harta warisan."

Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan atau
penjualan harta warisan dilakukan secara legal dan transparan, serta benar-
benar untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Dengan adanya
penetapan dari pengadilan, wali memiliki legitimasi hukum dalam
mengurus harta warisan tersebut.

Meskipun  detail  spesifik mengenai Penetapan Nomor
18/Pdt.P/2025/PN Bgl tidak tersedia dalam sumber yang ada, umumnya
permohonan semacam ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan, seperti
orang tua atau kerabat dekat anak, dengan melampirkan dokumen-dokumen
pendukung seperti akta kelahiran anak, surat keterangan ahli waris, dan
bukti kepemilikan harta. Pengadilan kemudian akan menilai kelayakan
pemohon sebagai wali dan memastikan bahwa tindakan yang akan diambil

sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Bidang hukum keluarga yang terkecil adalah hukum waris, yang

merupakan komponen hukum perdata secara keseluruhan. Mengingat



bahwa setiap orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum
kematian, hukum waris dan harapan hidup manusia saling terkait erat.
Masalah pengelolaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban orang yang
meninggal merupakan salah satu konsekuensi hukum yang mengikuti
peristiwa hukum yang melibatkan kematiannya. Karena hukum waris
Indonesia masih pluralistik, hukum tersebut tidak dapat dikodifikasikan
menjadi satu badan perundang-undangan yang berlaku untuk semua aspek
masyarakat Indonesia. Tiga sistem hukum waris sekarang digunakan di
Indonesia: hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris
adat.”

Anak-anak didahulukan daripada ahli waris lainnya dalam sistem
pewarisan di Indonesia, terlepas dari apakah sistem ini berdasarkan hukum
Islam, hukum perdata, atau hukum adat. Hal ini karena anak-anak
merupakan satu-satunya kelompok ahli waris, yang berarti bahwa kerabat
lainnya tidak menjadi ahli waris jika ahli waris meninggalkan anak.’

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk
mengangkat permaslahan dengan judul penelitian ‘’Penetapan Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/Pn Bgl Mengenai Permohonan

Izin Wali Untuk Pengurusan Harta Warisan”’.

2 Hilman Hadikusuma, 1995, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
3 Angelin, Margareta Sevilla Rosa, “Dilema Hak Wewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif
Hukum Perdata”. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol 4, no 2, 2021.



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl terkait permohonan izin
wali untuk pengurusan harta warisan?

Bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh dalam mengajukan
permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan di Pengadilan

Negeri Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam
Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl
terkait permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan?

Untuk mengetahui Bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh
dalam mengajukan permohonan izin wali untuk pengurusan harta

warisan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaa teoiritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang hukum perdata terkait kewalian dan
pengurusan harta warisan. Memperjelas dasar-dasar hukum yang
digunakan dalam putusan pengadilan terkait izin wali untuk pengurusan
harta warisan, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun

praktisi hukum.



2. Kegunaan praktis

Membantu para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan notaris,
dalam memahami landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan
dalam penetapan izin wali untuk pengurusan harta warisan. Memberikan
pedoman bagi masyarakat, khususnya ahli waris atau wali yang ingin
mengajukan permohonan izin wali ke pengadilan, sehingga mereka
memahami prosedur yang harus ditempuh secara lebih jelas. Dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam menetapkan kebijakan

atau standar operasional terkait perkara serupa di masa mendatang.

. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
adalah skripsi Muhammad Arief Ridho (2023) Dari Fakultas Syariah
Universitas/Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto berjudul “
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN WALI UNTUK
PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK (Studi Analisis Putusan

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0029/Pdt.P/2021/PA.Pwt).”



